A

BAB Il

PENUTUP

Kesimpulan

“Bank Emok” tidak dapat dikualifikasikan sebagai Bank sesuai
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
dikarenakan aktivitas Bank dan “Bank Emok” sesuai pengertian
Bank dalam aktivitasnya menghimpun dana melalui simpanan dan
menyalurkan dana melalui kredit atau pembiayaan serta “Bank
Emok” di aktivitasnya hanya menyalurkan dana melalui bentuk
kredit atau pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan, bahwa “Bank Emok™ pun tidak dapat
dikualifikasikan sebagai Bank dikarenakan tidak memenuhi syarat
sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
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yakni modal yang mencukupi, berbentuk badan hukum, serta
memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Bank
Emok” dalam pendiriannya tidak memenuhi syarat modal
dikarenakan modal yang dibutuhkan tidak sama atau tidak sesuai
nominalnya sesuai Pasal 12 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum serta
Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
5/POJK/03/2015 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
Dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
Bentuk usaha “Bank Emok” berbentuk perseorangan bukan
berbentuk badan hukum. “Bank Emok™ tidak memiliki izin usaha
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Konsekuensi perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan
oleh “Bank Emok™ yakni perjanjian dapat dibatalkan dikarenakan
syarat poin a dan b Pasal Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPer) termasuk syarat subjektif yang dimana apabila
syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka perjanjian dapat
dibatalkan. “Bank Emok” dalam melakukan perjanjian kepada
nasabah atau debiturnya harus didasari dengan iktikad baik. Iktikad
baik dalam perjanjian “Bank Emok™ harus dilaksanakan dengan
norma-norma yang berlaku serta perjanjian yang disahkan pun

tidak bertentangan dengan norma tersebut.
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Saran

Masyarakat perlu memperoleh pemahaman tentang Bank supaya
masyarakat mengetahui layanan yang ditawarkan oleh Bank lebih terjamin
dan masyarakat dapat menghindari dari risiko yang akan terjadi apabila
bergabung dengan sebuah lembaga yang memberikan jasa keuangan diluar
Bank. Masyarakat yang sudah bergabung dengan “Bank Emok”
mempertimbangkan konsekuensi yang akan timbul dikarenakan kerugian
yang didapatkan akan lebih besar daripada kemudahan yang diperoleh saat
bergabung dan menerima pinjaman. “Bank Emok” seharusnya dapat
memastikan perlindungan bagi para calon debiturnya dan memberikan
peraturan terutama perjanjian yang harus disepakati oleh kedua belah
pihak dengan tujuan nasabah yang bergabung merasa bahwa kepentingan

mereka terlindungi dan tidak mengalami kerugian.
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